PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 884/ 8ed | pappelatbargde

TENTANG

TIM KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN RENCANA INDUK DAN PETA JALAN
PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DI DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 5 Permendagri
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pec}ornan,
Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Risét dan
Inovasi Daerah, menyebutkan bahwa BRIDA
mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam
melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi
dan pengendalian Penelitian, Pengembangan,
Pengkajian dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi
didaerah secara menyeluruh dan berkelanjutan dan
melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta
jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
didaerah sebagai landasan dalam perencanaan
pembangunan daerah disegala bidang kehidupan

yang berpedoman pada nilai Pancasila ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan



Mengingat

5

Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan
tentang Tim Kelompok Kerja Penyusunan Rencana
Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi di Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2024-2029;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara ‘Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6374);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4817);



10.
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang
Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6123);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan
atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 63);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78
Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 192);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian
dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
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12.

13.

14.

15.

16.
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Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023
tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur
Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);

Peraturan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional
Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan
Inovasi Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 380);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 309); o

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11
Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor
11);

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 42
Tahun 2023 tentang- Sistem Kerja (Berita Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 43);

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun
2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 2);



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA
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Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor
900/022/1/BKAD tentang Pengesahan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran 2024 - 2029;

MEMUTUSKAN :

Tim Pokja Penyusunan Rencana Induk Dan Pemajuan
IImu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2024-2029, dengan susunan tim
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Tugas Tim Pokja Penyusunan Rencana Induk Dan
Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 sebagaimana
dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1) Menyusun rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan,
dan rencana biaya Kegiatan Penyusunan Rencana
Induk dan Pemajuan IPTEK di daerah;

2) Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) pelaksanaan
Kegiatan Penyusunan Rencana Induk dan Pemajuan
IPTEK di daerah;

3) Melaksanakan kegiatan penyusunan Rencana Induk
dan Pemajuan IPTEK di daerah sesuai dengan
tahapan yang telah ditetapkan dalam Kerangka
Acuan Kerja (KAK) ;



KETIGA

4)

S)

6)

7)

8)

wifl

Menyiapkan materi Rencana Induk dan Peta Jalan
Pemajuan IPTEK di daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2024-2029;

Melakukan penyusunan dan perumusan Rencana
Induk dan Pemajuan IPTEK di Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2024-2029;

Melakukan pembahasan hasil perumusan;
Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan
berbagai pihak terkait;

Membuat dan menyampaikan laporan hasil
pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab
kepada  Kepala Bappelitbangda mealui Kepala

Bidang Penelitian dan Pengembangan;

Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Pokja Penyusunan

Rencana Induk dan Pemajuan IPTEK di Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2024-2029 dibantu oleh Tim

Sekretariat dengan tugas sebagai berikut: ‘

1)

2)

3)

4)

5)

Melakukan persiapan kegiatan penyusunan
Rencana Induk dan Pemajuan IPTEK di Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan;

Melakukan koordinasi pelaksanaan Kkegiatan

dengan unit terkait;

Memproses pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

DPA dan ketentuan perundang-undangan,;

Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai

dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku;

Melaksanakan kegiatan lain yang relevan dalam
rangka menunjang kelancaran pelaksanaan

kegiatan



KEEMPAT

KELIMA

Tembusan :

- T

Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini
dibebankan pada APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
Anggaran 2024 dalam DPA - SKPD Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan
memiliki kekuatan mengikat sepanjang sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Apabila
terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan
perbaikan  sesuai dengan ketentuan = Peraturan

Perundang-undangan.

Ditetapkan di Makassar
angeal, o Februact 2024

embina Utama Muda
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1. Sekretaris Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Para Kepala Bidang Bappelitbangda Prov. Sulsel di Makassar;
3. Masing-masing yang bersangkutan di tempat;.
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR

TENTANG

TIM KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN
RENCANA INDUK DAN PEMAJUAN IPTEK
DI DAERAH PROVINSI SULAWESI
SELATAN TAHUN 2024-2029

SUSUNAN TIM KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN RENCANA INDUK
DAN PEMAJUAN IPTEK DI DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023-2029

d)

Pengarah

Penanggung Jawab

Ketua Tim

Anggota

Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi

Selatan

Kepala Bidang Penelitian dan
Pengembangan Bappelitbangda Provinsi

Sulawesi Selatan

Rudi, S.IP., M.Si

»

Dermayana Arsal, S. Hut, M.P, Ph.D
Muslimin Hamid, S.Pt, M.Si

Husain, S.Pd., M.Pd., Ph.D

Imran Nur, S.IP., M.Si

Alham R. Syahruna, S.Pt., M.Si., Ph.D
Fidaan Husein Azuz, S.Hut., M.T., M.A
Muhammad Arsani, S.P., M.Si., M.T
Dra. Hj. St. Rosmiati N.

Alsry Mulyani, S.E, M.Si

10. Andi Fitriyani Yahya, S.T., M.M

11. Rosmala Dewi Said, S.T., M.S.P

12. Yossi Findarta Pratama, S.E., M.M

13. Amirullah, S.T., M.Si
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14. Rizky Widyasari Syam, S.T., M.Si
15. St. Suryani, S.T., M.M

16. Yuliana Rauf, ST, M.P.Fis

17. M. Irfan, S.T., M.Eng., M.URP

Hj. Kurniati Hanafi, S.STP., M.Si
Abdul Hafid, S.Psi., M.M

Rahmat Yudha Prawira, S.T., M.Si
Agussalim, S.Sos

e) Tim Sekretariat

Irwan, S.Pi

Rima, S.Pi

Sitti Fadillah Umaya, S.T
Masayu Yuliana Mappasanda
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